BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 124 TAHUN 2017

TENTANG

({ONFORMAL
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PEND;;D[;[;?;NH?'SU DAYAAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKA ’

Memimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat [13_!
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom?r 11’. t[‘ahun_,_ 2.0 r
tentang, Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Labar‘lg Dm-a.;
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 2 a}lpk
(3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda}'aan"ﬂepub1 .
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih F:‘u_ngm
Sanggar  Kegiatan Belajar Menjadi Satuar_l Pcnd:dlkan
Nonformal, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar
Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945:

2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesj (Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang—Undnng Nomer 5
Sipil Negara (Lembaran Ne

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran- Negara Republik
Indonesia Tahun 2014"Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republil Indonesia Nomor 9587 sebagaimana
telah  diubah beberapa kalj terakhir dengan Undang-
Undang Nomor

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tamb: ar
Negara Republik Indo ahan Lembarar,

y o - nesia Nomor 5679);

- Peraturan Pe 1 mor 19 Tah
Standar Nasional Pendidik i —
Indonesig Tahun 2005 N
Republik

berapa kali terajh S
; ir d 'y .
Pemerintah Nomor tngan Peraturan

: 13 Tahunp 2015 (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 'I'um'heag}girj
I.emlgatan Negara Republik Indonesin Nomor 5670). h

1 'Mﬂ”

lentang



Menetapkan

or 47 Tahun 2008 tentang

Indqnﬂﬂ.‘.ﬂ
Republik Negara

8 Permturan pemerintah Nom "
Wajib Belajar  (Lembaran Irkg"rl-ml'l Lembararn
Tahun 2008 Nomor 90, Tan;'fl
Republik Indonesia Nomor 486 'l:ll Tahun 2008 tentang

'emerintah Nomor Republik
T e e endidikan (Lembaran Negars

han Lembaran
Indonesia Tahun 2008 Nomar 91 J“T::]nbﬂ
Negara Republik [pdnn:ma Humﬂ‘rT Tnhruﬂ 2010 tentang
8. Perawran Pemerintah Nomor Pendidikan (Lembaran
Pengelolaan dan Pcn!?elmﬂ_g”mnh n 2010 Nomor 23,
Negara Republik Indonesia fanunt indonesia homor
Tambahan Lembaran Negara Bcpubllk g Peraturan
5105) sebagaimana telah diubah dcug::-n m- i
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 lmg};f“r'
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 2016 tentang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabi? blik JII:ldrzrnr-m:q:
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu ik Nanra
Tahun 2016 Nomor H-Lag;g]tbahnn Lembaran hega
Republik Indonesia Nomor . ' . |
10. 5‘mr:uurun Menteri Pendidikan dan chudu}'ﬂ““J“”';.‘:i"k?n
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pencl 2:0:13
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 877); i
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcl_:udﬂ}'“““ ﬂomur
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini; 2
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Homor 4
Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonfor?nal;‘
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dim
dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Rebudayaan Nu .or 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Teknis Satuan . endidikan Nonformal Sanggar Kegiatan
Belajar;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14
Tahun 2016 1tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

15.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016
tentang  Keduclukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Orpanisasi, dan Tata, Keja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan iabupaten Bulukumba (Berita

Daerah
Kabupaten Buluikumba Tahun 2016 Nomor 75);

MEN UTUSKAN:

: PERATURAN BU:>ATI

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
SE#EES,;";"}EEE”’S SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
1 VICAN BELAJAR PAD =N 1
Dk KEBUDAYAA'N A DINAS PENDIDIKAN

‘ ML



BAB I
KETENTUAN UMUM

L e Pasal 1
'}‘:”i!Tn F‘
' “Taturan gy

l.:‘hr"‘-h adalah Hpn" inl yang dimaksud dengan:

: abupaten Pulukumba, -y ;
hmnnnmh Daerah adalah Bupati sebagai unsur prn;.ell.ﬂgf;l;r:
\'z.m "'""‘""F‘ Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemernnt
3. By Ffimm‘mdl kewenangan daerah otonom.

Pati adalan Bupant Bulukumba.

Jinas adajah Dinas Pendidikan dan Kebudayann Kabupaten Bulukumba.

“Pala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
riill!.Lkl.J:'nlm. e

it Pelakasana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi

Yang melaksanakan kegiatanteknia operasional pada Dinas Pendidikan dan
Kebudaynan Kabupaten Bulukumba.

7. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan
nonformg) ‘

H"”F‘gﬂﬂf Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana

; !t-‘kmg Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. i

2. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upava
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam)
tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.

11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.

12, Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan vang
merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

13. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan t=knis
tertentu yvang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masvarakat

BAB I]
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pcmbq:ntuknn

Pa.;.al 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dib&ntuk UPT Satuan PNF SKB pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) tercantum pada lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Ba, in Kedua
K¢ ludukan '

Pusal 3

(1) UPT Satuan PNF SKB berkediidi kan sebagai unsur pelaksana teknis
operasional pada Dinas Pendidikan diin Kebudayaan.

; Y




{QQ 1
Jp"l" 1 Pﬂmnng

ﬂ
Bal; Aty siona
®laja, " PNF skn dipimpin oleh aeorang tenaga funﬁ'.m”; qKB yang

T Y .
5 'kf‘rllldr:“?‘ diberi tugas tambahan sebagal Kepala Satund Dinas
. *kan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala LIRS
: Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi,
0 Pasal 4
| Upy . :
[)t‘l"lii’t";:;““p”n}'m tupas menyelenggarakan sebagian fungst dings deism
(21 Unt&i( a4an satuan pendidikan nonformal SKB. UPT
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

_lmﬂmp“"}’ai fungsi:

tbh Penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal; i

X pﬂlﬂks;anaan program pcngabdlan mﬂsyara_kat di bldal‘lg pend:dlkan
nonformal, o

€. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan Orang ua
peserta didik dan masyarakat; dan i

d. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi SKB.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Satuan PNF terdiri atas:

a. Kepala SKB;
b. Urusan Tata Usaha; ;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
(2) Susunan organisasi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran yang merupakan hagian tidak terpisahkan dengan

peraturan ini.

BAB [V ;

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagiém Kesatu
Kepala Satuan PNF SKB

Pasal 6

(1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan
nonformal di lingkungan SKB. |

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
uraian tugas Kepala Satuan PNF SKB sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja SKB sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam
rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;

c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka
pendayagunaan secara optimal; -

a Of



Melpke imaan peserta
Wk Nakary pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan pe

didik 1 : didik;
) . eaerta di '

‘"l 5erta penempatan dan pengembangan kﬂpammdn . dan kegiatan
"Nakan pengelolaan pengembangan kurikulum 5 al:
1m_-l:tl.;-i.d'|“""n sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan n(?;:iﬂn: endidikan
mn"v-{rl:.r:nkn” program percontohan program PAVE: @an P*

' oYarakat;

m : = [] "

: mz::‘h‘fannkan pembimbingan program PAUD dan _pcndld‘kﬂ
nnd “anakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan

e ]‘m-ndldllmn masyarakat; e 4

pec aksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan pr:r:_jturfm
Tun{junﬁ_undangan dan prinsip pcngeio!aﬂn yang akuntabel, transparan

_ dan cfisien: '
'L Mengawasi pelaksanaan pengeloléan ketatausahaan SKB;

. mclulfsmmkan pengelolaan sistern informasi SKB dalam men?anf:latkan
h"”“ﬂj_'.ian teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan
Manajeman SKB; "
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
kegiatan SKB; "

M. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik.dan
masyarakat dan dewan pendidikan;

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; .

0. melaporkan hasil pelaksanaan tugas képada Kepala Dinas; dan _

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

B
1

n masyarakat;
program PAUD

1

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha ' -

Pasal 7

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam

mebgoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi

penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan

pelaporan dalam lingkup SKB sesuai peraturanperundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian

tugas Urusan Tata Usaha sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di
Satuan PNF SKB; .

b. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan
dokumentasi; ,

c. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan

aset;
. melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran SKB:;

e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai dan lingkungan SKB;

f. melakukan penataan administrasi persuratan, kearsipan dan
perpustakaan dilingkungan SKB;

g. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;

h. melakukan penatausahaan asset di lingkungan SKB; i

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

j.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB; dan

k. melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala SKB
sesuai dengan bidang tugasnya.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN | _

P!elmbia Bl Pasal 12

a
g S
mﬁlan:,a Daeraha han pnp SKB dibebankan pada Anggaran P cndapatan
“eikat Sesuaj Kabupaten Bulukumba dan sumber lain yang sah dan U
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan
dalk

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

LT ge— T : da tetap

Mendudyl ; criakunya Pegaturan Bupati ini, pejabat yang ada

Dﬁjabatdum Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya
yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. '

. BABX
KETENTUAN PENUTUP

L

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
E!u]ukumba Nomor 60 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas
P;ntlldilcan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

. Ditetapkan di Bulukumba
%7 | pada tanggal 22 NOVEMBER 2017

o h

B RATH BYLUKUMBA,
AN}

7
SUKR! A. SAPPEWALI

" BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 120
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STRUKTUR ORGANISASI
UPT SATUAN PNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA SATUAN
PNF SKB

URUSAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL




